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PUTUSAN
Nomor 4017/Pdt.G/2023/PA.Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Moch Choirul Hamsyah,
S.H., M.H, Achmad Indriansyah, S.H dan Rahmatullah, S.H
Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan
Banjarmelati RT.059 RW.018, Desa Pabean, Kecamatan
Sedati, Kabupaten Sidoarjo/JIn. Hasanudin N0.98,
Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 13 November 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 3427/Kuasa/11/2023/PA.Sda Tanggal 14
November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023

telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Sidoarjo, Nomor 4017/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 14 November 2023

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai
Kantor urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal
22-03-2001, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor:
XXXXberdasarkan Surat Keterangan Nomor XXXX;
2) Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;
3) Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah
tinggal bersama terakhir di rumah bersama sebagaimana alamat
Tergugat dalam gugatan ini dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun;
- ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun ;
4) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan disebabkan :
Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat
melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5) Bahwa, selama ini Penggugat mencoba bersabar, namun Penggugat
sudah tidak kuat karena Tergugat mengulangi lagi, dan pada bulan Juni
2023 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak,
Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya hanya
beda RT dengan alamat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat
dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
6) Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah dilakukan, namun tidak
berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh
melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah
tersebut maka gugatan Penggugattelah memenuhi unsur pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
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8) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul
akibat gugatan tersebut.
Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat
memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil
Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya
memutuskan sebagai berikut:
1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap
Penggugat;
3) Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam
perkara ini.
Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch
Choirul Hamsyah, S.H., M.H, Achmad Indriansyah, S.H dan Rahmatullah,
S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Banjarmelati RT.059
RW.018, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo/JIn. Hasanudin
N0.98, Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13
November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
3427/Kuasa/l11/2023/PA.Sda Tanggal 14 November 2023, setelah diperiksa
surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat
kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan
dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua
Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan
disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H.,
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sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa atas kehadiran Tergugat maka dilaksanakan dengan e-litigasi
dan Tergugat sebagai pengguna lain ditetapkan dan disepakati Court Clender
sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan dilaksanakan dalam tahapan
persidangan, oleh karena surat gugatan Penggugat yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah

melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai

Kantor urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal

22-03-2001;

- Bahwa Benar, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan

Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa Benar, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah

tinggal bersama terakhir di rumah bersama sebagaimana alamat

Tergugat dalam gugatan ini dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK

1, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin

Perempuan, umur 14 tahun;

- Bahwa Tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2020, rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan

disebabkan : Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan

Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT);

- Bahwa Benar, Pertengkaran memuncak karena masalah sepele,

masakan belum siap untuk persiapan sahur puasa — sunabh;

- Bahwa Benar, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

memuncak bulan Juni 2023 selama 6 bulan pisah ranjang.

- Bahwa Benar, upaya damai di lakukan bersama perangkat desa pak

carik belum berhasil;
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- Bahwa Tidak benar, Pertengkaran Cuma IX bulan Juni
- Bahwa Tergugat Tidak mengabulkan gugatan penggugat karena
masih sayang.
1. Karena demi anak yang masih membutuhkan kasih
sayang kedua Orang Tua
2. Tidak menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat
terhadap penggugat.
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan
Replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada dasarnya Pengugat tetap pada dalil dalil sebagaimana
terurai dalam surat gugatan Penggugat pada posita poin 4 yaitu Tergugat
tidak menafkahi dan KDRT, dan selanjutnya akan menjawab jawaban-
jawaban Terggugat sebagai berikut :
1. Bahwa, jawaban Tergugat yang menyatakan pertengkaran
memuncak karena masalah sepele adalah tidak benar, yang benar
adalah Tergugat temperamen, angkuh, tidak menghormati orang tua
Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat mengakui jika antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah dan sudah didamaikan oleh Perangkat
Desa namun tidak berhasil maka memenuhi unsur-unsur
dikabulkannya perceraian, dan pengakuan adalah bukti yang
sempurna sebagaimana tertuang dalam pasal 1925 KUHPerdata;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut maka perceraian adalah
jalan terakhir yang terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat
memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil
Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya
memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap

Penggugat;
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3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam

perkara ini.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Duplik
tertulisnya yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,

1. Bahwa Tidak benar, Tergugat yang menyatakan pertengkaran

memuncak karena masalah sepele adalah tidak benar, yang benar

adalah Tergugat temperamen, angkuh, tidak menghormati orang tua

Penggugat;

2. Bahwa Benar, Tergugat mengakui jika antara Penggugat dan

Tergugat sudah pisah dan sudah didamaikan oleh Perangkat Desa;

3. Tetap pendirian tidak akan saya ceraikan Masih sayang, Demi anak-

anak yang masih butuh kasih sayang kedua Bapak dan Ibu

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari KUA Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur, Nomor Surat Keterangan Nomor XXXX Tanggal 25
Oktober 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-
Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan
aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor
XXXXX, tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah
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dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;
B.SAKSI
Saksi 1., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya
adalah ayah Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah Tergugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah
dikaruniai anak bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun
dan ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat dan Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam
RumahTangga (KDRT);
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada
Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
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Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya
adalah adik Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah Tergugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah
berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada
Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat,
maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;
Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan
bukti sebagai berikut;
A.SURAT:
1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari KUA Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur, Nomor Surat Keterangan Nomor XXXX Tanggal
17 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
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dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-
Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan
aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
B.SAKSI:
Saksi 1., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
XXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya
adalah Kakak Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah Tergugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah
berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan cinta
dengan laki-laki lain selama 5 bulan;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya
adalah Keponakan Tergugat
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- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah

pasangan suami istri.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal

bersama dirumah Tergugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah

berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering

bertengkar;

- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal sekita 6-7 bulan

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun
Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa
kepada Moch Choirul Hamsyah, S.H., M.H, Achmad Indriansyah, S.H dan
Rahmatullah, S.H Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan
Banjarmelati RT.059 RW.018, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten

Sidoarjo/JIn. Hasanudin No0.98, Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat
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Kuasa Khusus Tanggal 13 November 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 3427/Kuasa/11/2023/PA.Sda Tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan
asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk
beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan
dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua
Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan
disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal
di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan
kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan
Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga
Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya
tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal
82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah
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ditunjuk mediator bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H., namun kedua usaha tersebut
tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023,

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
dan Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat
telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa keberatan Tergugat beralasan demi anak yang masih
membutuhkan kasih sayang kedua Orang Tua;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok
sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam
rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah
telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
an. Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya,

maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian
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yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan
Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang
merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi
telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal
1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling
bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian
para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan
materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut
mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah
Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah,
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi
tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta
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otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang
dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara
keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah
berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup
merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi
Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan
keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-
saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan
Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi
Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil
kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat,
serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai anak bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun dan
ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah
kepada Penggugat dan Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT)

4, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 6 bulan

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah
tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah
pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya,
sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya
dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam
penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting
dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka
sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

LS Las] g ll) S g Al e SIS D B 480 ) g
Artinya : “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan
memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.
Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;
2. Dalam kitab Fighussunnah Jilid VIl halaman 121-122:
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Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang

diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya
gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup
(suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan
dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka
hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan
talak bain.”

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam
setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan
hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh
Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai,
bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga
petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut
dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H.
Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad
Ali Said, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa
Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Abd. Rauf
Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 105.000,00
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PNBP Rp 30.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
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